BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 188/ g8 /404 .101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan
dan Evaluasi Perkembangan Polittk Di Daerah serta
untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan
menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang
kondusif di daerah, maka perlu membentuk Tim
Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau
Perkembangan Politik Di Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 L)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4865) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4865);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik Di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemantauan perkembangan  politik
terhadap:

1. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

2. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati;

4. situasi politik lainnya; dan

S. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Ngawi:

a. Nomor 188/22.1/404.012/2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik;

b. Nomor 188/143.1/404.0 12/2014 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/22.1/404.012 /2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik ;

c. Nomor 188/40.3/404.012 /2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/22.1/404.012 /2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik;

d. Nomor 188/68/404.033 /2017 tentang Perubahan Ketiga
Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/22.1/404.012 /2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik;



g

e. Nomor 188/19.A/404.012/2019 tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/22.1/404.012/2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik; dan

f. Nomor 188/7.A/404.012/B/2021 tentang Perubahan
Kelima Atas Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/22.1/404.012/2014 tentang Pembentukan
Tim Pemantau Perkembangan Politik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Janugnr’ 2022

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth, Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188‘/ W /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 28 Januan' 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

No.| Jabatan dalam Tim Jabatan dalam Dinas/Instansi
1 2 3
1. | Pelindung: a. Bupati Ngawi
b. Wakil Bupati Ngawi
2. | Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3. | Ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ngawi
4. | Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5. | Sekretaris Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ngawi
6. | Anggota: a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Ngawi

b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ngawi

c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ngawi

e. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Ngawi

f. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Ngawi

g. 1 (satu) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO




